PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG
PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan suatu
peristiwa kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang
berwenang untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.

Tersangkut adalah Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal yang
diduga melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi
kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal.

Terhukum adalah tersangkut yang dijatuhi sanksi administratif berdasarkan hasil
keputusan sidang Majelis Mahkamah Pelayaran.

Perwira kapal adalah para mualim, masinis, dan perwira radio kapal.

Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan



8.

1)

(2

pemeriksaan mengenai suatu peristiwa kecelakaan kapal yang terdengar sendiri,
dilihat sendiri atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kapal yang mengalami kecelakaan
atau peristiwa kecelakaan tersebut.

Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan
keterangan sesuai dengan keahliannya dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan
kapal untuk membuat terang suatu peristiwa kecelakaan kapal.

. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh tersangkut

untuk mendampingi tersangkut selama berlangsungnya pemeriksaan lanjutan
kecelakaan kapal.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

Pasal 2

Pemeriksaan kecelakaan kapal dilakukan terhadap semua kecelakaan kapal yang
terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia dan kecelakaan kapal berbendera
Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. kapal tenggelam;

b. kapal terbakar;

c. kapal tubrukan;

d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian
harta benda;

. kapal kandas.

)

Pasal 3

Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi:

a.
b.

pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

BAB I
LAPORAN KECELAKAAN KAPAL

Pasal 4

Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui dikapalnya terjadi
kecelakaan, sesuai batas kemampuannya wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada:

a.

b.

Syahbandar pelabuhan terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah
perairan Indonesia;
Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan Pejabat Pemerintah negara



setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan pertama yang
disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.

Pasal 5

(1) Nakhoda atau pemimpin kapal, yang :

a. kapalnya mengalami kecelakaan kapal;

b. menyebabkan kapal lain mendapat kecelakaan kapal;

c. mengetahui kapal lain mendapat kecelakaan kapal;

d. membawa awak kapal atau penumpang dari kapal yang mengalami kecelakaan
kapal wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada Syahbandar pelabuhan
terdekat bila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia.

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal berbendera Indonesia yang mengalami kecelakaan
kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kecelakaan kapal
kepada pejabat perwakilan Republik Indonesia terdekat dan Pejabat Pemerintah
negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal atau pelabuhan
pertama yang disinggahi sesudah kecelakaan kapal terjadi berada di luar wilayah
perairan Indonesia.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk isi laporan kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur oleh Menteri.

Pasal 7

Laporan kecelakaan kapal yang dilaporkan kepada pejabat Perwakilan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2), oleh
Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia diteruskan kepada Menteri.

BAB Il
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
KECELAKAAN KAPAL

Pasal 8

(1) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dilaksanakan atas dasar laporan
kecelakaan kapal.

(2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a. Syahbandar, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima



laporan kecelakaan kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau
dari pejabat Pemerintah negara setempat yang berwenang.

Pasal 9

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan untuk mencari keterangan dan/atau bukti-bukti awal atas terjadinya
kecelakaan kapal.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Syahbandar atau
pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dapat mencari keterangan yang
diperlukan dari :

a. Nakhoda atau pemimpin kapal;

b. perwira kapal;

c. anak buah kapal;

d. pihak lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dituangkan dalam bentuk berita
acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

(2) Berita acara pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditandatangani oleh Syahbandar atau pejabat Pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal disampaikan secara tertulis
kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan
kecelakaan kapal.

(2) Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilampiri dengan :
a. kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
b. laporan kecelakaan kapal;



c. dokumen lain yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan hasil pemeriksaan
pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Menteri.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan
kapal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perhubungan.

Pasal 15

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal. Menteri
berpendapat adanya dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan
standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal
dan/atau  perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal, maka
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, Menteri meminta Mahkamah
Pelayaran melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

(2) Permintaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan:
a. laporan kedelakaan kapal;
b. hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
c. kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;
d. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 16

(1) Menteri mengeluarkan surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal terhadap
hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang tidak dimintakan
pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

(2) Surat penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai dasar alasan tidak
dimintakannya pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan penetapan
sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Menteri.



